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menjadi bahasa Indonesia
dslaa : ditulis Jama’ah
2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t
) &axi  : ditulis Ni’matullah
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o A

e
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ABSTRAK

Salsha Diffa. Arora 2023. Batas Minimal Usia Menikah (Studi Komparasi Indonesia,
Yordania dan Pakistan). Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam.
Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing Uswatun Khasanah M.S.I.
DC

Studi ini bertujuan menganalisis regulasi dan pertimbangan dalam penetapan
batas minimal usia pernikahan di Indonesia dan Yordania. Studi ini memiliki perhatian
khusus mengenai batas minimal usia pernikahan di berbagai negara muslim khususnya
Indonesia dan Yordania. Studi ini menggunakan motode pendekatan normatif. Sumber
bahan hukum primer ini di Indonesia menggunakan Undang-undang No.1 Tahun 1974
yang diubah menjadi undang-undang No.16 tahun 2019 tentang pernikahan. Pada
Yordania The Code of Personal Status and Suplementary Laws atau Qanun alAhwal
Al-syakhshiyyah mengalami pembaharuan menjadi pada tahun 2010 Jordan's Personal
Status Law atau Qanun al-Ahwalu Al-syakhshiyyah. Pada Pakistan Undang-undang
No. 29 Tahun 1929 atau Child Marriage Restraint Act 1929 Sumber bahan hukum
sekunder berasal dari buku, jurnal ilmiah dan eksiklopedia terkait. Sedangkan Teknik
analisis data dengan menggunakan Content analysis untuk pembahasan secara
mendalam terhadap fokus suatu penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang
batas usia pernikahan di Indonesia baik laki-laki maupun Perempuan adalah 19 tahun.
Batas usia pernikahan di Yordania adalah 18 tahun bagi laki-laki dan perempuan, hal
ini diatur dalam Jordans Personal Status Law (Undang-Undang Al-Akhwalul
Syakhshiyah Nomor 36 Tahun 2010). Pada Pakistan batas usia pada Undang-undang
No. 29 Tahun 1929 atau Child Marriage Restraint Act 1929 adalah 18 tahun untuk laki-
laki dan 16 tahun untuk Perempuan. Dalam penetapan batas minimal usia menikah di
Indonesia, Yordania dan Pakistan melalui pertimbangan hukum yang berkaitan erat
dengan perlindungan anak dan keadilan gender.

Kata Kunci : Pembentukan Regulasi, Batas Minimal Usia Nikah, Indonesia dan
Yordania



ABSTRACT

This study aims to analyze the regulations and considerations in setting the
minimum age of marriage in Indonesia and Jordan. This study pays special attention
to the minimum age of marriage in various Muslim countries, especially Indonesia and
Jordan. This study uses a normative approach method. This primary legal source in
Indonesia uses Law No.l of 1974 which was amended into law No.16 of 2019
concerning marriage. In Jordan The Code of Personal Status and Supplementary Laws
or Qanun alAhwal Al-syakhshiyyah was updated to become in 2010 Jordan's Personal
Status Law or Qanun al-Ahwalu Al-syakhshiyyah. In Pakistan Law No. 29 of 1929 or
Child Marriage Restraint Act 1929 Secondary legal sources come from books,
scientific journals and related encyclopedias. While the data analysis technique uses
Content analysis for in-depth discussion of the focus of a study.

The results showed that Law Number 16 of 2019 concerning the age limit of
marriage in Indonesia for both men and women is 19 years old. The age limit for
marriage in Jordan is 18 years for men and women, this is regulated in Qanun Rakmin
36 Lia'amin 2010 Al-Akhwalul Syakhshiyah (Al-Akhwalul Syakhshiyah Law Number
36 of 2010). In Pakistan, the age limit in Law No. 29 of 1929 or Child Marriage
Restraint Act 1929 is 18 years for men and 16 years for women. In determining the
minimum age of marriage in Indonesia, Jordan and Pakistan have different regulations
according to the mazhab and regulations that are used as guidelines.

Keywords: Formation of Regulations, Minimum Age of Marriage, Indonesia and
Jordan
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BAB I

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pernikahan adalah sebuah tali ikatan yang membentuk sebuah keluarga
sebagai salah satu unsur kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh
aturan-aturan hukum baik hukum negara, agama maupun hukum adat.! Pernikahan
juga memiliki arti hubungan antara dua orang yang saling mencintai dan bekerja
menuju hubungan keluarga yang bahagia. Dalam pandangan Islam, pernikahan
adalah suci, memiliki makna beribadah kepada Allah sesuai dengan sunnah Nabi,
dan dilakukan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab dan ketaatan pada hukum
untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.?

Islam telah memberikan syarat-syarat bagi seseorang yang akan menikah.
Tetapi pada dasarnya, hukum islam tidak mnegatur secara mutlak tentang batsan
usia pernikahan. Dalam ketentauan agama tentang Batasan usia melangsungkan
pernikahan memberi kelonggoran untuk manusia mengaturnya.>

Dalam melangsungkan sebuah pernikahan sangat penting diketahui batas usia
nikahnya. Karena di dalam menjalin sebuah hubungan keluarga diperlukan

kematangan psikologis baik secara fisik maupun mental. Dalam pernikahan usia

! Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Cet. VI, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003),
h. 76

2 Ismail, Asep Usman. “Menata Keluarga Memperkuat Negara dan Bangsa: Kiat Mewujudkan
Keluarga Sakinah”. Jakarta: Puslitbang dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama RI, 2011.

% Dedi Supriyadi dan Mustofa, Perbandingan Hukum Pernikahan di Dunia Islam, (Bandung:
Pustaka Al-Fikriis, 2009), h. 25



anak harus sangat diperhatikan maka pendewasaan dalam pernikahan menjadi
sangat penting agar bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum
melangsungkan pernikahan.

Menurut fuqaha Syafi'i, Hanafi dan Hanbali menetapkan bahwa kedewasaan
seorang anak dianggap baligh dimulai pada usia 15 tahun, meskipun mereka dapat
menerima tanda-tanda kedewasaan yang ditandai dengan datangnya haid bagi anak
perempuan dan mimpi basah bagi anak laki-laki. Namun tanda-tanda tersebut tidak
sama pada setiap orang, sehingga kedewasaan seseorang tidak ditentukan oleh
standar usia.* Maliki menetapkan bahwa usia dewasa seseorang adalah ketika ia
berumur 17 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan dan menganggap bahwa
17 tahun adalah usia baligh. Ulama madzhab tidak setuju dengan batas usia minimal
pernikahan, tetapi mereka setuju bahwa baligh adalah indikasi kedewasaan
seseorang.’

Peraturan batas usia menikah di dunia Islam berbeda-beda dalam
penerapannya. Karena dapat dipahami bahwa penerapan batas usia pernikahan
diberbagai negara sangat berbeda-beda. Namun terdapat negara yang
memberlakukan usia pernikahan tidak sesuai dengan batasan usia normal

pernikahan sebagaimana yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa

4 Nur Ihdatul musyarrafa, “Batas Usia Pernikahan Dalam Islam: Analisis Ulama Mazhab
Terhadap Batas Usia Nikah”. Jurnal Shautuna: Jurnal ilmiah mahasiswa perbandingan mazhab Vol 1 No
3 september 2020. h. 713

5 Salmah Fa’atin, “Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam UU No.1/1974 Dengan
Multiprespektif”. Jurnal Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol. 6 No.2 Desember
2015. h. 436-437



perbedaan penerapan usia pernikahan diberbagai negara tersebut tergantung kepada
madzhab yang dianut dan peraturan yang dijadikan pedoman negara.®

Pengaturan batas usia minimal pernikahan di negara Indonesia tercantum
dalam peraturan undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Pernikahan. Pada undang-undang tersebut dijelaskan bahwa batas usia
pernikahan untuk laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun.
Namun pada tahun 2019 telah diterbitkan revisi undang-undang batas usia nikah
yang mengalami perubahan menjadi setara 19 tahun antara laki-laki dan perempuan
sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.’

Tujuan keputusan perubahan undang-undang tersebut adalah untuk
menambah batas usia pernikahan agar tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan
perempuan. Di Indonesia faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur
adalah faktor ekonomi (kemiskinan), faktor sosial (keinginan untuk meningkatkan
status sosial), faktor pendidikan (kurangnya pendidikan), dan hamil sebelum
menikah. Dampak yang terjadi dari pernikahan dibawah usia di Indonesia sesuai
dengan data yang diperoleh Kementerian Agama dalam penelitian di beberapa

daerah, terdapat dampak sosial seperti tingginya angka keretakan rumah tangga

® Dedi Supriyadi dan Mustofa, Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam, (Bandung:
Pustaka Al-Fikriis, 2009), h. 25.

" Fitri Yanni Dewi Siregar, Jaka Kelana, “Kesetaraan Batas Usia Pernikahan di Indonesia Dari
Perspektif Hukum Islam”. Jurnal Mahakim: Journal of Islamic Family Law Vol. 5 No. 1 Januari 2021.
h.3



yang berujung pada perceraian atau perempuan yang mengalami kekerasan baik
fisik maupun psikis.®

Perubahan undang-undang tersebut diharapkan dapat menekan pernikahan
anak sehingga hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak
kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak dapat terpenuhi. Perubahan usia ini
akan mengakibatkan tingkat kelahiran yang lebih rendah dan resiko kematian ibu
dan anak yang lebih rendah. Selain itu, hak anak juga dapat terpenuhi sehingga dapat
mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk dampingan oleh orang tua dan
memberikan akses pendidikan setinggi-tingginya kepada anak.

Fenomena permasalahan pernikahan dibawah umur tidak hanya terjadi di
Indonesia saja. Sementara itu, dalam beberapa kasus di berbagai negara seperti
Yordania dan Pakistan memiliki permasalahan yang sama. Pada negara tersebut
sudah memiliki batas minimal usia pernikahan, undang-undang dan mazhab yang
dianut sesuai dengan ketentuan negara tersebut. Namun, tidak semua pernikahan
dilaksanakan sesuai dengan batas usia pernikahan yang ditetapkan dan tidak sesuai
dengan realita di masyarakat.

Negara Yordania, pada awalnya syarat usia untuk melangsungkan pernikahan
di Yordania diatur dengan berlakunya Yordania: The Code of Personal Status and

Supplementary Laws 1976 (Yordania: Undang-undang tentang Status Pribadi dan

8 Yulia Fatma, “Batasan Usia Pernikahan Dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar
Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia). Jurnal Ilmiah Syariah Vol. 18 No. 2 Juli-
Desember 2019. h. 129



Hukum-hukum Tambahan 1976) Yang mengatur usia melangsungkan perkawinan
16 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan. Kemudian setelah mengalami
perubahan dan perkembangan, Yordania akhirnya menetapkan usia untuk
melakukan pernikahan apabila seseorang baik laki-laki maupun perempuan telah
sampai pada usia 18 tahun hal ini sebagaimana telah diatur didalam Qanun Rakmin
36 Lia’amin 2010 Al-Akhwalul Syakhshiyah (Undang-Undang Al-Akhwalul
Syakhshiyah Nomor 36 Tahun 2010).

Pada Pakistan memiliki undang-undang sendiri yaitu Undang-Undang Nomor
29 Tahun 1929 tentang larangan pernikahan anak (Child Marriage Restraint Act)
sebagaimana diamandemen oleh Ordonansi Nomor 8 Tahun 1961. Dalam undang-
undang tersebut didefinisikan bahwa anak (child) adalah seseorang yang berumur
di bawah 18 tahun bagi laki-laki dan di bawah 16 tahun bagi perempuan.®

Negara Indonesia, Yordania dan Pakistan merupakan negara yang mengatur
batasan usia untuk menikah. Namun, meskipun sama-sama melakukan aturan batas
usia menikah antara Indonesia, Yordania dan Pakistan terdapat persamaan dan
perbedaan terkait konsep usia pernikahan, yang menarik untuk dianalisis.
Persamaannya adalah Indonesia, Yordania dan Pakistan sama-sama memberlakukan
Batasan usia untuk melangsungkan pernikahan. Sedangkan perbedaannya terdapat

dalam pertimbangan hukum dalam melakukan Batasan usia menikah.

® M. Atho Mudzar, “Hukum Keluarga Di Pakistan (Antara Islamisasi Dan Tekanan Adat), Jurnal
Al-Adalah, Vol.XII, No.1 Juni 2014, h. 14



Adanya perubahan pada batas minimal usia pernikahan Indonesia, Yordania
dan Pakistan memiliki peraturan yang berbeda mengenai hal tersebut. Dengan
demikian, menjadi suatu hal yang menarik untuk meneliti perbedaan dan persamaan
usia pernikahan antara Indonesia, Yordania dan Pakistan. Sehingga Penulis dalam
hal ini akan menganalisis perbandigan ketentuan usia dalam melangsungkan
pernikahan di Indonesia, Yordania dan Pakistan. Berdasarkan uraian di atas, maka
penulis bermaksud untuk mengkaji tentang “Batas Minimal Usia Menikah (Studi
Komparasi Indonesia, Yordania dan Pakistan)” untuk dijadikan sebagai bahan
penelitian skripsi ini.

. Rumusan Masalah
1. Bagaimana regulasi tentang batas minimal usia pernikahan di negara Indonesia,
Yordania dan Pakistan?
2. Bagaimana pertimbangan hukum yang melatarbelakangi regulasi batas minimal
usia pernikahan di negara Indonesia, Yordania dan Pakistan?
. Tujuan
1. Untuk mengetahui regulasi tentang batas minimal usia menikah di negara
Indonesia, Yordania dan Pakistan.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang melatarbelakangi regulasi batas
minimal usia menikah di negara Indonesia, Yordania dan Pakistan.
. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis



Dimana penelitian ini dapat memiliki kegunaan sebagai bahan literatur
lanjutan, khususnya tentang kesadaran dalam batas minimal usia pernikahan
yang khususnya pada Indonesia, Yordania dan Pakistan.

2. Kegunaan Praktis

Dimana penelitian ini dapat memberikan gambaran terhadap masyarakat
yang khususnya pada negara Indonesia, Yordania dan Pakistan tentang kesadaran
batas minimal usia pernikahan agar pelaksanaan sesuai dengan Undang-Undang
yang telah diatur disetiap negara.

E. Kerangka Teoritik
1. Konsep Pernikahan

Pernikahan merupakan sesuatu yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad,
yang mana hukumnya dalam al-Qur’an dan Sunnah. Pernikahan menurut
pendapat fugaha adalah akad sebagai cara agar sah melakukan hubungan
seksual.’® Secara umum pengertian dari kata pernikahan ialah suatu ikatan suci
dan sakral yang menghalalkan pasangan suami isteri untuk melakukan hubungan,
serta memberikan batasan antara hak dan kewajiban bagi laki-laki maupun
perempuan untuk berhubungan dengan yang bukan muhrimnya. Setelah ikatan
lahir batin selesai, maka kedua mempelai dihalalkan dalam melakukan hubungan

atau pergaulan antara suami isteri.'!

10 yulia Fatma, “Batasan Usia Pernikahan Dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar
Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia)”. Jurnal Ilmiah Syariah Vol 18 No 2 Juli-
Desember 2019

11 Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 9.



Para ulama figh yaitu Syafi“i, Hanafi, Maliki, dan Hambali pada umumnya
mereka mendefinisikan pernikahan adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat.
Orang yang sudah berkeinginan untuk menikah dan takut terjerumus kedalam
perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan pernikahan.

Berkaitan dengan hukum pernikahan, Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa
hukum pernikahan menurut para ahli fikih sangat tergantung pada situasi dan
kondisi seseorang. Pernikahan tidak bisa dilakukan kalau tidak memenuhi
beberapa persyaratan yang ada. Sahnya pernikahan menurut hukum Islam harus
memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat, di antaranya; pertama, syarat umum
adalah pernikahan tersebut tidak dilakukan yang bertentang dengan larang-
larangan yang terdapat dalam ketentuan al-Qur’an. Kedua, syarat khusus yaitu
adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, yang mana
keduanya adalah syarat mutlak. Calon mempelai tersebut haruslah Islam, aqil
baligh, sehat baik rohani maupun jasmani. Batas ideal umur calon mempelai
untuk menikah adalah 25 tahun untuk laki-aki dan 20 tahun untuk perempuan
atau sekurang-kurangnya 18 tahun walaupun pendapat ini tidak mutlak
dijelaskan dalam al-Qur’an ataupun Sunnah. Namun ini harus dilihat dari situasi
dan kondisi fisik dan psikis para calon mempelai tersebut. Maksud dari baligh

dan berakal adalah dewasa dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap sesuatu



perbuatan apalagi terhadap akibat-akibat pernikahan, suami sebagai kepala
keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.'?
2. Konsep batas usia pernikahan

Dalam melangsungkan suatu pernikahan seseorang haruslah melaksanakan
suatu persiapan agar dapat melangsungkan pernikahan, seperti persiapan fisik,
persiapan rohani, persiapan ekonomi, dan kematangan mental spiritual. Hal ini
termasuk didalam syarat pernikahan, yang pada bab sebelumnya telah dibahas
syarat pernikahan diantaranya menjelaskan kebolehan menikah bagi yang telah
memiliki kemampuan untuk menikah. Diantaranya mengenai batasan usia
menikah bagi kedua calon mempelai.™®

Pernikahan diusia muda dapat diartikan bahwa pernikahan yang dilakukan
oleh kedua pasangan dan ataupun salah satu pasangan yang masih dalam keadaan
kehidupannya belum mapan baik secara fisik maupun psikologi. Pernikahan
tersebut dapat berdampak pada kesehatan reproduksi anak perempuan. Anak
perempuan berusia 10-14 tahun memiliki kemungkinan meninggal lima kali
lebih besar dibanding perempuan yang berusia 20-25 tahun. Prof. Dr. dr. Dadang
Hawari, seorang psikiater menyatakan bahwa secara psikologis dan biologis,

seseorang matang berproduksi dan bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga

2 Nur Ihdatul Musyarrafa, “Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab
Terhadap Batas Usia Nikah”. Jurnal Shautana: jurnal ilmiah mahasiswa perbandingan mazhab Vol 1 No
3 September 2020.

13 Muhammad Jawad Muhgniyah, Fikih Empat Mazhab: Ja“fari, Hanafi, Maliki, Syafi“i,Hambali,
Terj. Afif Muhammad, (Jakarta:Lentera, 2004), h. 317.



antara usia 20-25 tahun bagi perempuan dan 25-30 bagi laki-laki. Sebelum usia
tersebut dianggap terlalu cepat yang disebutnya dengan istilah pre-cocks yaitu
matang sebelum waktunya. Pernikahan dini di kalangan masyarakat merupakan
pernikahan yang berlangsung antara laki-laki dan perempuan yang mana salah
satu pasangan atau keduanya masih berusia dibawah umur. Pernikahan tersebut
adalah pernikahan yang dilakukan sebelum mendahului waktunya

Seseorang dianggap anak-anak dan dewasa dalam Islam secara tidak
mutlak ditentukan oleh batas usia, sebagaimana yang dikemukakan oleh prinsip
perundangan barat. Mengikuti undang-undang Islam, istilah anak-anak merajuk
kepada seseorang yang belum baliq secara tabi*i (alami), dan baliq karena umur.
Penentuan baliq secara tabi“i bermaksud penentuan berdasarkan tanda-tanda
fisik. Anak-anak perempuan dianggap telah mencapai baligh apabila mengalami
menstruasi atau haid, dan bagi anak laki-laki apabila keluar air mani. Penentuan
baliq secara umur pula ditentukan apabila tanda-tanda fisiknya tidak berlaku pada
tubuh anak-anak tersebut.!*
F. Penelitian Yang Relevan

1. Penerapan Batas Usia Pernikahan di Dunia Islam: Review Literature, ditulis oleh
Agus Hermanto, Habib Ismail, Mufid Arsyad dan Rahmat. D1 terbitkan oleh At-

Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu“amalah Volume 9 Nomor 2 Tahun 2021.

14 Nur Ihdatul Musyarrafa, “Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab
Terhadap Batas Usia Nikah”. Jurnal Shautana: jurnal ilmiah mahasiswa perbandingan mazhab Vol 1 No
3 September 2020.
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Hasil penelitian eksistensi hukum keluarga Islam di dunia sebagai hukum positif
memiliki bentuk yang berbeda. Ada tiga kategori negara berdasarkan hukum
keluarga angkat:

a. Negara-negara yang menerapkan hukum keluarga tradisional. Negara yang
termasuk dalam kategori ini adalah Arab Saudi. Yaman, Kuwait, Afghanistan,
Mali, Mauritania, Nigeria, Sinegal, Somalia.

b. Negara yang menerapkan hukum keluarga sekuler. Termasuk dalam kategori
ini adalah Turki, Albania, Tanzania, minoritas Muslim di Filipina.

c. Negara yang menerapkan hukum keluarga yang diperbarui. negara dalam
kategori melakukan reformasi substantif dan atau reformasi regulasi.
Reformasi hukum keluarga Islam pertama kali dilakukan di Turki, diikuti oleh
Lebanon dan Mesir, Brunei, Malaysia dan Indonesia.®

2. Analisis Perbandingan Batas Usia Pernikahan D1 Mesir Dan Indonesia, ditulis
oleh Fathul Mu’in dan Hendriyadi. Diterbitkan oleh El-Izdiwaj: Indonesian
Journal of Civil and Islamic Family Law Volume 1 No 1 Tahun 2020. Hasil
Penelitian Hukum Islam di Mesir saat ini tidak berlaku sekali lagi hanya
mengikuti hukum klasik dari Imam Mazhab seperti Hanafi dan Syafi'l lebih
komprehensif dengan mengadopsi sekolah lain yang dianggap relevan selain
mengambil bentuk hukum baru. Hukum keluarga di Mesir sebagai perbandingan

dengan hukum keluarga di Indonesia, ada beberapa materi yang memiliki

15 Agus Hermanto, dkk. “Penerapan Batas Usia Pernikahan di Dunia Islam: Review Literature”.
Jurnal At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu“amalah Vol 9 No 2 Tahun 2021
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kesamaan dan perbedaan. Batas usia pernikahan di Mesir adalah 18 tahun untuk
laki-laki dan 16 tahun untuk laki-laki untuk wanita. Sedangkan di Indonesia, pria
dan wanita memiliki usia diperbolehkan menikah adalah 19 tahun. Batas usia
minimum untuk pernikahan antara dua Negara-negara tersebut tidak jauh
berbeda. Namun, Indonesia lebih maju karena dengan mempertimbangkan faktor
kesehatan dan psikologis.®

3. Penetapan Usia Pernikahan Di Indonesia Dan (Wilayah Persekutuan) Malaysia,
ditulis oleh Inneke Wahyu Agustin. Diterbitkan oleh Al-Mazaahib Jurnal
Perbandingan Hukum Volume 6 No 1 Tahun 2018. Hasil Penelitian Pernikahan
dilaksanakan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia dan sejahtera.
Faktor psikologis dan fisiologis masing-masing mempelai dapat mempengaruhi
keberlangsungan rumah tangganya. Oleh karena itu perlu adanya batasan usia
untuk menikah. Oleh karena itu, salah satu kajian reformasi hukum keluarga di
negara-negara Islam membahas tentang penentuan batas usia pernikahan.
Indonesia memiliki ketentuan mengenai batas usia menikah yaitu 19 tahun untuk
laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Sedangkan di Malaysia, khususnya di
wilayah persekutuan, batas usia menikah bagi laki-laki adalah 18 tahun dan bagi
perempuan 16 tahun. Indonesia dan Malaysia adalah negara di Asia Tenggara

yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan menganut mazhab Syafi'.

16 Fathul Mu’in dan Hendriyadi, “Analisis Perbandingan Batas Usia Pernikahan Di Mesir Dan
Indonesia” Jurnal El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Vol 1 No 1 Tahun
2020.
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Artikel ini akan mengupas latar belakang filosofis dan metode yang digunakan
untuk menetapkan batas usia pernikahan di Indonesia dan Malaysia.!’

4. Batas Usia Dalam Pernikahan (Studi Komparatif Undang-Undang Pernikahan
Indonesia, Malaysia, Dan Brunei Darussalam) Dalam Menanggulangi
Pernikahan Dini, ditulis oleh Martina Pilova. Fakultas Syariah Universita Islam
Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022. Hasil Penelitian Batas usia
dalam pernikahan di Indonesia yaitu laki-laki dan perempuan berusia 19 tahun
yang terdapat dalam UU no.16 tahun 2019 tentang pernikahan, sedangkan negara
Malaysia laki-laki berumur 18 tahun dan perempuan berumur 16 tahun, terdapat
dalam Akta 303 UU keluarga islam tahun 1984 sekyen 8, UU Brunei Chapter 217
Bab 17 hukum Keluarga islam bagian IV pasal 35 hurup (6) mengatakan 18 tahun
untuk laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan sehingga bagi mereka yang
menghalagi pernikahan diatas usia tersebut akan dikenakan sanksi. Meskipun
sama-sama bermazhab syafii namun bedanya pandangan terhadap figh, budaya,
serta sosial yang berbeda maka terdapat perbedaan penetapan batas usia antara
ketiga negara tersubut.'

5. Batas Usia Dalam Pernikahan (Studi Komparatif Undang-Undang Pernikahan

Indonesia dan Yaman), ditulis oleh Alfida Husna. Fakultas Syariah Universitas

" Inneke Wahyu Agustin, “Penetapan Usia Pernikahan Di Indonesia Dan (Wilayah Persekutuan)
Malaysia” Jurnal Al-Mazaahib Jurnal Perbandingan Hukum Vol 6 No 1 Tahun 2018.

18 Martina Pilova, “Batas Usia Dalam Pernikahan (Studi Komparatif Undang-Undang Pernikahan
Indonesia, Malaysia, Dan Brunei Darussalam) Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini” Universita
Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022.
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Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2016. Hasil Penelitian
pembentukan perundang-undangan Pernikahan di Indonesia dan Yaman salah
satunya karena latar belakang sejarah. Di Yaman, sistem parlementer di Yaman
menetapkan batasan usia untuk menikah baik 15 tahun karena alasan pubertas.
Sampai sekarang di Indonesia dan Yaman sendiri belum mengatur sanksi bagi
yang menikah di bawah umur. Tetapi dalam UU no. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak diatur bahwa itu adalah kewajiban dan tanggung jawab orang
tua untuk mencegah hal itu terjadi menikah di usia muda.*®
Tabel 1.1

Penelitian Yang Relevan

No. Judul Persamaan Perbedaan Pembaharuan

1. | Penerapan Batas | Penelitian Penelitian Pembaharuannya
Usia Pernikahan | terdahulu terdahulu pada perbedaan
di Dunia Islam: | dengan membahas mazhab dalam
Review penelitian eksistensi hukum | menjelaskan batas
Literature Agus | penulis keluarga Islam di | minimal usia
Hermanto, Habib | memiliki dunia sebagai pernikahan.
Ismail, Mufid persamaan hukum positif
Arsyad dan membahas yang berbeda.
Rahmat tentang batas | Perbedaan pada

19 Alfida Husna, “Batas Usia Dalam Pernikahan (Studi Komparatif Undang-Undang Pernikahan
Indonesia dan Yaman)”. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2016.
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usia

pernikahan di

penelitian penulis

membahas batas

dunia. minimal usia

pernikahan di

dunia sesuai

dengan undang-

undang atau

mazhab yang telah

ditentukan oleh

setiap negara
Analisis Persamaan Penelitian Pembaharuannya
Perbandingan pada terdahalu hanya pada perbandingan
Batas Usia penelitian membahas negara | batas minimal usia
Pernikahan Di terdahulu Indonesia dan pernikahan yang
Mesir Dan dengan Mesir. Sedangkan | mengarah ke
Indonesia penelitian perbedaan dengan | regulasi dan

Fathul Mu’in dan

Hendriyadi

penulis sama
menjelaskan
tentag batas
usia

pernikahan.

penelitian penulis
membahas negara
yaitu Indonesia.
Yordania dan

Pakistan.

pertimbangan di
negara Indonesia,
Yordania dan

Pakistan.

15




Penetapan Usia | Penelitian Penelitian Pembaharuannya
Pernikahan Di terdahulu terdahulu terhadap perbedaan
Indonesia Dan dengan membahs tentang | minimal usia
(Wilayah penelitian perbandingan pernikahan di setiap
Persekutuan) penulis dengan negara negara,  undang-
Malaysia, ditulis | memiliki Indonesia dan undang yang telah
oleh Inneke persamaan Malaysia. ditetapkan dan
Wahyu Agustin. | membahas Sedangkan mazhab yang dianut
tentang batas | perbedaan dengan | di setiap negara.
usia penelitian penulis
pernikahan di | perbandingan batas
dunia. minimal usia
pernikahan di
negara Indonesia,
Yordania dan
Pakistan.
Batas Usia Penelitian Pada penelitian Pembaharuannya
Dalam terdahulu terdahulu terdapat pada
Pernikahan dengan membahas negara yang
(Studi penelitian perbanldingan di | dijadikan
Komparatif penulis negara Indonesia, | perbandingan batas
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Undang-Undang | memiliki Malaysia dan minimal usia
Pernikahan persamaan Brunei pernikahan dan
Indonesia, membahas Darussalam. lebih mengarah ke
Malaysia, Dan tentang batas | Sedangkan pertimbangan
Brunei usia perbedaan pada undang-undang di
Darussalam) pernikahan di | penelitian penulis | negara Indonesia,
Dalam dunia. terdapat pada Yordania dan
Menanggulangi perbandingan Pakistan.
Pernikahan Dini negaranya yaitu
Martina Pilova. negara Indonesia,

Yordania dan

Pakistan
Batas Usia Penelitian Penelitian Pembaharuannya
Dalam terdahulu terdahulu terdapat pada
Pernikahan dengan membahas mazhab yang dianut
(Studi penelitian perbandingan di setiap negara.
Komparatif penulis Indonesia dengan
Undang-Undang | memiliki Yaman.
Pernikahan persamaan Sedangkan
Indonesia dan membahas perbedaan pada

tentang batas

penelitian penulis
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Yaman), Alfida | usia terdapat pada
Husna. pernikahan di | perbandingan
dunia. negaranya yaitu
negara Indonesia,
Yordania. Dan

Pakistan.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu yang telah penulis lihat dari
beberapa karya penelitian seperti jurnal dan skripsi sebagaimana yang telah
penulis tuangkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa beberapa tema yang ada
berbeda dengan tema penelitian yang ditulis oleh penulis dan Penulis terfokus
pada batas minimal usia pernikahan dalam regulasi dan pertimbangan dalam
penetapan batas minimal usia pernikahan di negara Indonesia, Yordania dan
Pakistan.

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum
normatif atau penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang
menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-

bahan kepustakaan. Dalam penulisan skripsi nantinya penulis akan menggunakan
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studi pustaka dengan menelaah bahan-bahan hukum yang telah dipersiapkan
untuk dijadikan sebagai sumber bahan hukum.?
2. Pendekatan Penelitian
Penulis menggunakan pendekatan penelitian Comparative Approach
(pendekatan perbandingan) antara aturan batas usia nikah di Indonesia, Yordania
dan Pakistan. Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang
digunakan penelitian normatif untuk membandingkan salah satu lembaga hukum
(legal institutions) dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum (yang
kurang lebih sama dari sistem hukum) yang lain.
3. Sumber Bahan Hukum
a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan
perundangan seperti negara Indonesia undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.
Negara Yordania Qanun Rakmin 36 Lia’amin 2010 Al-Akhwalul Syakhshiyah
(Undang-Undang Al-Akhwalul Syakhshiyah Nomor 36 Tahun 2010). Pakistan
Undang-Undan Nomor 29 Tahun 1929 tentang larangan pernikahan anak
(Child Marriage Restraint Act).
b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku atau jurnal
hukum yang beirisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan

para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum; dan

20 Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, “Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 154
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c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan pedoman
penjelasan pada bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan
ensiklopedia.?

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan
dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Penulis akan
mengumpulkan data kepustakaan dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah
bahan hukum yang telah ada. Seperti dari jurnal, skripsi, buku, dll yang
dibutuhkan dalam penelitian ini.

Pengumpulan data tersebut penulis lakukan dengan menggunakan
beberapa tahapan berikut, yaitu: penentuan sumber data sekunder, identifikasi
data yang diperlukan, inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah,
terakhir mengkaji data-data tersebut guna menentukan relevansinya dengan
kebutuhan dan rumusan masalah.??

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan hukum berwujud

kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

Penulis menggunakan content analysis. Content analysis adalah pembahasan

2L T Made Pasek Diantha, “Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori
Hukum?”. (Jakarta: Prenada media Group 2016)

22 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
2004), hlm. 125.
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secara mendalam terhadap fokus suatu penelitian. Menggunakan metode ini
penulis menganalisis masalah pokok yang diteliti.

Selanjutnya informasi-informasi dari berbagai bahan hukum yang telah
dikumpulkan tersebut penulis uraikan dengan sedemikian rupa sehingga dapat
disajikan sebuah hasil penelitian yang lebih sistematis guna menjawab
permasalahan yang telah dirumuskan.?®

H. Sistematika Penulisan

Bab I yaitu pendahuluan, bab ini berisikan tentang latar belakang masalah,
pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, studi terdahulu,
metode penelitian hingga Teknik penulisan.

Bab II membahas landasan teori tentang konsep pernikahan dan konsep batas
usia nikah.

Bab III membahas regulasi batas minimal usia menikah di Indonesia, Yordania
dan Pakistan.

Bab IV penulis akan menguraikan pertimbangan hukum dalam regulasi batas
minimal usia menikah di Indonesia, Yordania dan Pakistan.

Bab V berisi kesimpulan sebagai jawaban atas masalah yang dirumuskan dan

pada bab ini merupakan rangkaian dari penutup

23 Jacob Vredenbregt, “Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat” (Jakarta: PT Gramedia), 126
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BABV
PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Regulasi batas minimal usia pernikahan di Indonesi, Yordania dan Pakistan
memiliki proses pembentukan dan aturan yang berbeda. Pada Indonesia memiliki
aturan yang tercantum pada Undang-undang No. 16 Tahun 2019 dengan batas
usia 19 tahun antara laki-laki dan perempuan. Yordania juga peraturan batas usia
tercantum pada Jordan's Personal Status Law atau Qanun Al-Ahwalu Al-
syakhshiyyah dengan batas usia pernikahan menjadi setara antara laki-laki dan
Perempuan yaitu 18 tahun. Pada Pakistan batas usia tercantum pada peraturan
Undang-Undan Nomor 29 Tahun 1929 tentang larangan pernikahan anak (Child
Marriage Restraint Act) sebagaimana diamandemen oleh Ordonansi Nomor 8
Tahun 1961 adalah seseorang yang 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi
perempuan.

2. Pertimbangan batas minimal usia pernikahan yang telah dilakukan, maka dapat
di jelaskan bahwa dalam pembentukan Undang-undang Hukum Keluarga di
setiap negara muslim berbeda-beda. Pada Indonesia pertimbangan hukum
pernikahan termuat dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 yaitu hak warga
negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui
pernikahan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
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Indonesia Tahun 1945 dan pernikahan pada usia anak menimbulkan dampak
negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya
hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,
hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak. Sedangkan
pada Yordania dan Pakistan memiliki pertimbangan hukum berpandangan pada
mazhab Hanafi dalam pembentukan peraturan namun setalah terjadi
pembaharuan mazhab Hanafi tidak digunakan lagi sebagai patokan dalam
pembentukan peraturan,
B. Saran
Beberapa saran yang dapat penulis ajukan berdasarkan penelitian yang telah
penulis lakukan, diantaranya:

1. Penulis hanya berfokus kepada Undang-undang Hukum Keluarga Indonesia dan
Yordania hanya secara normatif. Dengan proses pembentukan peraturan
perundang-undangan hukum keluarga terutama dalam hal batas minimal usia.
Pembahasan lebih kepada pembentukan regulasi dan pertimbangan batas
minimal usia baik di Indonesia maupun Yordania. Penulis menyarankan agar
pada penulisan lanjutan dapat melakukan perbandingan dengan lingkungan
sosial dan budaya dari kedua negara tersebut.

2. Hasil akhir dari terselesaikannya penyusunan skripsi pembentukan regulasi dan
pertimbangan dalam penetapan batas minimal usia pernikahan dengan studi

komparatif Indonesia dan Yordania, diharapkan dapat menjadi acuan dalam
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penelitian lanjutan dan dapat melahirkan penelitian yang lebih baik sehingga

akan menambah khasanah keilmuan
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Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan;
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(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap
ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua
pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada
Pengadilan dengan alasan sangat mendesak
disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

(3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan

scbagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib

mendengarkan pendapat kedua belah calon
mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang

atau kedua orang tua calon mempelai

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan
ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai
permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

(4

Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu)
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sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
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Pasal 1l

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar. ..
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[AS PASSED BY THE SENATE]
A
BILL
further to amend the Child Marriage Restraint Act, 1929

Whereas it is expedient further to amend the Child Marriage Restraint

Act, 1929 (XIX of 1929) for purposes of curbing the menace of child marriage

revalent in the country and to save women from exploitation on that account, 2nd
for matters ancillary thereto;

It is hereby enacted as follows:-

: Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called as
the Child Marriage Restraint (Amendment) Act, 2019.

(2) Itshall extend to the Islamabad Capital Territory.
(3) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 2, Act XIX of 1929.- In the Child Marriage
Restraint Act, 1929 (XIX of 1929), hereinafter referred to as the said Act, in
section 2, for paragraph (3), the following shall be substituted, namely:-

“(a) “child” means a person who is under eighteen years of age;”

3. Amendment of section 4, Act XIX of 1929.- In the said Act, in
section 4, for the phrase “simple imprisonment which may extend to one month, or
with fine which may extend to one thousand rupees, or with both” the phrase
“rigorous imprisonment which may extend to three years but shall not be less than
two years and a fine which may extend to two hundred thousand rupees but shall
not be less than one hundred thousand rupees” shall be substituted.

q. Amendment of section 5, Act XIX of 1929.- In the said Act, in
section S, for the phrase “simple imprisonment which may extend to one month, or
with fine which may extend to one thousand rupees, or with both” the phrase
“rigorous imprisonment which may extend to three years but shall not be less than
two years and 2 fine which may extend to two hundred thousand rupees but shall
not be less than one hundred thousand rupees” shall be substituted.

5. Amendment of section 6, Act XIX of 1929.- In the said Act, in
section 6, for the phrase “simple imprisonment which may extend to one month, or
with fine which may extend to one thousand rupees, or with both” the phrase
“rigorous imprisonment which may extend to three years but shall not be less than
two years and a fine which may extend to two hundred thousand rupees but shall
not be less than one hundred thousand rupees” shall be substituted.

6. Substitution of section 8, Act XIX of 1929.- In the said Act, for
section 8, the following shall be substituted, namely:-

“8. Jurisdiction under this Act.- The Family Court, established under
section 3 of the West Pakistan Family Court Act, 1964 (XXXV of 1964) shall
exercise jurisdiction under this Act and may take cognizance of an offence in
the manner provided by section 190 of the Code of Criminal Procedure, 1898
(V of 1898).”
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Substitution of section 9, Act XIX of 1929.- In the said Act, for
ction 9, the following shall be substituted, namely:-

&
“9. Offences under this Act shall be cognizable.- All offences under
this Act shall be cognizable; such cognizance shall in no case be taken after

the expiry of one year from the date on which the offence is alleged to have
been committed.”

;. Substitution of section 12, Act XIX of 1929.- In the said Act, for
gction 12, the following shall be substituted, namely:-

“12. Power to issue injunction prohibiting marriage.-
(1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other law, the
court may, if satisfied from information laid before it through a complaint or
otherwise that a child marriage in contravention of this Act is going to be
arranged or is about to be solemnized, issue an injunction prohibiting such
marriage.

(2) Whoever, knowing that an injunction has been issued against
him under sub-section (1) of this section, disobeys such injunction, shall be
punished with imprisonment of either description for a term which may
extend to one year or with fine which may extend to one hundred thousand
rupees, or with both.”

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Poverty, illiteracy, anti-human rights social and cultural practices are factors
ated for the prevalence of child marriage. An early marriage leads to early
conception, which ultimately affects the health of the teenage girl. Typically
enormous pressure to bear children is put on child brides. In developing countries,
the leading cause of death for young girls between the age of 15 and 18 is early
pregnancy. A child according to the UN Convention on the Rights of the Child is any
person under the age of 18. Unfortunately the practice of child marriage is common
in all parts of Pakistan particularly in the poor urban and rural areas but the act of
solemnizing child marriage is not cognizable and the police cannot take actions
20ainst the offenders. The amendment is intended to serve as a deterrent and to
remove the existing gender disparity in age.

2. Moreover, Committee on the Rights of the Child in its concluding
observations on the fifth periodic report of Pakistan commented "The Committee
roiterates its previous recommendation that the State party ensure the full
harmonization of its legislation as regards the definition of a child so as to define a
child as every human being below the age of 18 years. In particular, it
recommends the amendment of the Zina and Hadood Ordinances (1979) as well as
tne Child Marriages Restraint Acts in all its provinces in order to align the age of
marriage of boys and girls by raising the minimum age of marriage for girls to 18
years.” Thus it also becomes our obligation to align this Act according to the
provisions of UNCRC.

SENATOR SHERRY REHMAN
Member-in-Charge



plall syl gl
duaddll Jigall (jgals

2019 2l (15) a3 @)Y dswaduil] Jl gl gils
(2019 Gadd Gasadtll JIgaY1 (5i06) ¢y gila1 138 goanas 3(1) 30l
dilaudag /gl 1) oYl bl
219l Closda 1 g1 Juadll
0 degll o ol Gl Llaaldl 2(2) 3l
) ol (sle el 61 adis ¥y Taslil el y Ll g3l i ¥ :(3) Sl
Al sy
:(4) .Ul
il g Jyaall Gghlly Ll cpa JSI
p3layinl (od Gall Gy i Gablalli Ll el of Lhall pe oadyhll aal Jue 3] .o
Ba 51 Qae 3y 5395 o) €dd pgs G o Ll S o] e o pn gl ol ol i
b o SLadl i Tl any 5T sl ol sle Guad Ly Gygkall ol 13) €
sy ecalalall e Jyasll I8 13] Lty 41 3€ 3leall o Gl Lo pulu f G Lo
Lo Jysall 9IS 13] sl i Ly
s Yy ol ags Liiash o Lgfiad ¥ S0 < 5 Lagh Gl o Jse o 3535
A0 Ll 55 o L Lk dllgind Los S 13 ilagll
b ead cpiyhall aa¥ w0 ¥ £l e Gg0 Jla paole s o 3Ligl Tl gl 13) s
sl 9o et g5
dhog i T 193 13l Juadl
i ol g8yl 09850 ey Y3 81l oy e i E 1 (5) 0
s LSy of LAY e Jshy Ay gl pabladl sal e Olasls Elyll Siais :(6) 3Ll
sl s
e alally (gas3ills CISYIS) Loy puall UYL dssilly olastl 0 JS 06s 1(7) Ll
Lslall G,LL o @l
{(8) sulll



SIS 131 cpalaadl Gy 0ASThaly I o1 rlay (paals jpudia E 1531 i Tom b bojist |
Laga ageaill (el Joally Lol cpmaln il rlile (cpalins a3l

FSs glgyll st le Lagho IS Ly Lghally Shlall e S Jpual 3aled 3905 0
Al plaal €l i gl SIS a3l

(Sialia ik by sle Gl dy aiiaal ] GLAL E 1331 siaiy ¥ 2(9) 5l

(10) .Ul
e Lailad Lagie IS i oy eoplile ghaally Qladl (16 O € 13l lal (o bt

LA a5 Tailyayy sl S 3oLl 03a g (1) 5581 i s Lan il (ole s
bl &l on Elyys Lunlis Sla iy (i o1 Y1y Ll Jish 0 Ginill snyy
s 4aalyy god Ol 13] LU adg) Laysuay oladsdl Tidy spee o Loouasd Touw 5,
5l L3l Tdle o Lo S o SIS Tl ol 3 €95 (30 sy clabeall Lpasdi
Laa iy

s V] Tiaw Oy pedie o Sl Lyss bl IS 13] 3150l (ol disll ol gias (1) 30U
Ayl by o gl iy

sl a8 o 13] Ll Ble) gf Ge g cin € 00 Bl ol o il 2(12) Bl
pslad U ¥ Gl el I JED b6 12 4 Lo Oy o) Talima d s i O grassy
3Lids) 0 il Seads Glla (ol dedtal wagg AV iyl gle

(13) sl

ol Lao a5l 3 e ely i ] ol s

otk ole LW E 43135

G5 e 23 5o ole B ke 530135032

AL Eazia lpsbla Gl gl i) 3

s © 50 Al dag) oo SSTEGH OIS ) Slagyll ol (oY1 gyl ks WSall (e
eyl SLSUall Jgual 36 3ig elliy €1a

953l Yy Sl fuadl
ol Sl (o e pagaill bl gle cuis Gunall 32 Els3ll o Gyl :(14) 30l

bl i€ 13] Lobia 5K oy dasly Yale S oF @Iyl i yidds (15) sulll
%






